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Abstract
Flood and landslide that occurred at the end of 2017 in Pacitan Regency induced huge
losses. However, with good cooperation from all levels of The Pacitan's society, the impact of
the disasters could resolve in 4 months. This study aims to determine the steps taken by the
government of Pacitan Regency to achieve effectiveness in realizing the original regional
income of Pacitan Regency, especially for post-disaster recovery. The research method used
is descriptive qualitative, through interviews with the Head of the Disaster Management
Section of Pacitan Regency. The results obtained indicate The government of Pacitan
Regency has policies that can secure their Original Regional Income. The Regional Original
Income is always achieved well before disasters, during disasters, and after disasters. Apart
from implementing policies, the effectiveness of regional income in the time of disaster
recovery process in Pacitan Regency is also encouraged by the assistance funds obtained
from the central government, regional governments, and the private sector. Meanwhile,
involving the community with an attitude of good cooperation that is one of a characteristic
of the Indonesian society could quickly restore the condition of the Pacitan Regency.
Keywords: Disaster Recovery; Effectiveness; Income
Abstrak
Bencana banjir dan longsor yang terjadi akhir tahun 2017 di Kabupaten Pacitan, membawa
dampak kerugian baik materil maupun non materil. Tetapi, dengan gotong royong dari
seluruh lapisan masyarakat Indonesia, dampak dari bencana tersebut dapat diatasi dalam
waktu yang relatif cepat, yakni 4 bulan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui langkah
yang ditempuh Kabupaten Pacitan untuk mencapai efektivitas realisasi Pendapatan Asli
Daerah Kabupaten Pacitan terutama untuk pemulihan daerah pasca bencana. Metode
penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, melalui wawancara dengan Kepala
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan. Hasil yang didapat menunjukkan bahwa,
Kabupaten Pacitan memiliki kebijakan tertentu yang dapat mengamankan Penerimaan Asli
Daerah mereka. Efektivitas Pendapatan Asli Daerah selalu tercapai, baik sebelum bencana,
saat bencana, maupun pasca bencana. Selain penerapan kebijakan tertentu, efektivitas
pendapatan daerah dalam proses pemulihan bencana di Kabupaten Pacitan juga
didorong dengan dana bantuan yang diperoleh dari pemerintah pusat, pemerintah daerah,
dan swasta membantu percepatan proses pemulihan secara anggaran. Sedangkan secara
teknis, melibatkan masyarakat dengan sikap gotong royong yang merupakan ciri rakyat
Indonesia dapat memulihkan kondisi Kabupaten Pacitan pasca bencana dengan cepat.
Kata Kunci: Efektivitas; Pendapatan, Pemulihan Bencana
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PENDAHULUAN
Pacitan merupakan salah satu kabupaten yang terletak di perbatasan antara Provinsi
Jawa Timur dan Jawa Tengah dengan sektor pariwisata sebagai daya tarik daerahnya.
Sektor pariwisata andalan Kabupaten Pacitan yang menjadi daya tarik bagi wisatawan
adalah panorama pantainya yang indah. Panorama karst yang menjadi keunggulan pantai
Pacitan, membuat pantai-pantai di Kabupaten Pacitan memiliki relief bertebing dengan
pasir putih yang indah. Pantai dengan panorama karst memiliki ciri tanah berkapur yang
mudah bergerak. Karena kondisi tanah tersebut, menjadikan Kabupaten Pacitan daerah
yang rawan terjadi bencana, seperti gempa, banjir, dan longsor terlebih jika bertepatan
dengan musim hujan berintensitas tinggi. Selain itu, letak geografis yang tepat di pesisir
pantai selatan yang merupakan jalur ring of fire menambah potensi kejadian bencana
semakin besar. Data BPBD Kabupaten Pacitan mencatat setidaknya kejadian bencana di
Kabupaten Pacitan pada Januari sampai dengan Maret 2020 mencapai 112 kasus, yang
terdiri dari tanah ambles, angin kencang/puting beliung, tanah longsor, pohon tumbang,
rumah terbakar, irigasi ambrol/luapan air, dan banjir.
Bencana besar yang terakhir terjadi adalah bencana banjir dan tanah longsor pada
akhir tahun 2017. Bencana yang terjadi pada 28 November 2017 itu disebabkan oleh
intensitas hujan yang tinggi mencapai 383 mm yang merupakan anomali intensitas hujan.
Sungai dan bendungan tak mampu menampung volume air, sehingga air membanjiri
hampir seluruh wilayah Kabupaten Pacitan. Bencana tersebut menyebabkan beberapa
pantai di Pacitan mengalami erosi dan menciptakan lubang-lubang baru yang terisi air
dengan ukuran cukup besar. Pada masa pasca-bencana, lubang tersebut kini beralih
menjadi objek danau-danau baru dengan jumlah yang cukup banyak dan berpotensi
menjadi objek wisata baru di Kabupaten Pacitan. Namun disisi lain, bencana yang dialami
suatu daerah menyebabkan banyak kerugian baik secara materiil maupun non materiil.
Akibat bencana banjir pada 2017, perumahan dan properti warga, termasuk resort, hotel,
restoran, dan infrastruktur publik lainnya mengalami kerusakan. Akses jalan juga terputus
akibat air yang bercampur sampah, material, dan lumpur, sehingga membutuhkan waktu
dan biaya untuk proses pemulihan wilayah. Infrastruktur yang rusak membuat sektor
pariwisata sebagai andalan Kabupaten Pacitan ditutup untuk sementara. Kegiatan sosial
dan ekonomi, terutama perdagangan dan usaha masyarakat juga terhambat bahkan
merosot selama masa pemulihan.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan komponen penting dalam Pendapatan
Daerah karena PAD dapat mencerminkan tingkat efektivitas daerah tersebut. Umumnya,
kerusakan wilayah akibat bencana tentu dapat menggoncang Pendapatan Asli Daerah
wilayah tersebut. Hal tersebut dapat dihubungkan karena komponen Pendapatan Asli
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Daerah (PAD) dibagi dalam 4 bagian utama, yaitu pajak daerah, retribusi daerah,
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain-lain PAD yang sah
(DJPK, 2017). Apabila properti masyarakat dan fasilitas publik mengalami kerusakan,
perkonomian terhenti, serta kekayaan daerah tidak dapat dikelola, maka daerah kesulitan
dalam mengumpulkan pajak dan retribusi daerah. Selain itu, pengelolaan aset dan
kekayaan daerah juga mengalami kendala. Kondisi tersebut membuat Pendapatan Asli
Daerah tertekan dan target APBD sulit dicapai. Namun, terdapat hal berbeda pada
anggaran Kabupaten Pacitan saat bencana terjadi pada 2017. Berdasarkan pemaparan
dari Kepala Badan Pendapatan Daerah, Kabupaten Pacitan berhasil memenuhi target
APBD 2017. Pada periode selanjutnya, pendapatan Kabupaten Pacitan bahkan berhasil
melampaui yang ditargetkan APBD 2018.
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti sangat tertarik untuk mengkaji
bagaimana cara Kabupaten Pacitan menekan dampak bencana terhadap anggaran
daerah. Pasalnya kondisi keuangan daerah nampak tidak terdampak signifikan akibat
adanya banjir dan tanah longsor yang ditetapkan sebagai ukuran bencana nasional
tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui langkah yang ditempuh Kabupaten
Pacitan untuk mencapai efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pacitan terutama
untuk pemulihan daerah pasca bencana. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi




Rencana pemulihan bencana (disaster recovery plan) menjelaskan bagaimana suatu
organisasi menghadapi bencana potensial sehingga hal tersebut meliputi serangkaian
tindakan yang memiliki tujuan meminimalisir kemungkinan dan membatasi kerugian yang
diakibatkan oleh bencana terhadap suatu bisnis (Toigo, 2003). Pemulihan bencana alam
dapat dilakukan melalui upaya rehabilitasi dan rekonstruksi, menurut Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana, Rehabilitasi didefinisikan sebagai kegiatan perbaikan dan pemulihan aspek
pelayanan publik atau masyarakat hingga ke tingkat yang memadai di area
pascabencana dengan sasaran pokoknya adalah untuk membuat keadaan normal
kembali terhadap semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Sedangkan
rekonstruksi merupakan pembangunan kembali semua fasilitas, kelembagaan pada daerah
pascabencana, baik tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan tujuan utama
tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi, sosial, budaya, penegakkan hukum, dan
kembalinya aspek kehidupan masyarakat.
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Selain itu, terdapat pemulihan dini yang merupakan pengembalian kapasitas
masyarakat untuk pulih dari kejadian bencana, memasuki masa transisi dan menghindari
terulangnya bencana. Pemulihan dini merupakan proses yang dipandu oleh prinsip-prinsip
pembangunan namun dimulai dalam lingkup program kemanusiaan, sehingga terdapat
perbedaan ruang lingkup antara pemulihan dini, rehabilitasi dan rekonstruksi (Widana, 2019).
Tabel 1. Perbedaan ruang lingkup pemulihan dini, rehabilitasi, dan rekonstruksi





































Kebijakan Anggaran Terkait Anggaran Khusus Saat Terjadi Bencana
Peraturan Bupati Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 menegaskan bahwa Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) dalam menjalankan tugasnya, harus mempertanggungjawabkan
penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten Pacitan, sehingga biaya yang diperlukan BPBD dalam upaya
menanggulangi bencana di wilayah Pacitan dibebankan kepada APBD Kabupaten Pacitan
dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat. Kebijakan anggaran yang dilaksanakan
Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan dalam pencegahan dan penanggulangan
bencana melalui alokasi belanja bantuan sosial dan belanja tidak terduga sebagaimana
yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2008. Pada
Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran
2017, tercatat realisasi anggaran belanja bantuan sosial sebesar Rp 12.912.131.865
dialokasikan untuk individu, keluarga, dan masyarakat yang mengalami krisis akibat sosial,
ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam. Disamping itu realisasi anggaran belanja
tidak terduga sebesar Rp 3.101.864.215 yang dialokasikan untuk masyarakat terdampak
bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.
Dana Transfer dari Pemerintah Pusat atau Provinsi Untuk Bencana Nasional
Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 04 Tahun
2015, Pemerintah Pusat memberikan hibah dana untuk keperluan penanggulangan
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bencana alam terutama dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi dengan ruang lingkup
pelaksanaan hibah dari pemerintah kepada pemerintah daerah dalam rangka bantuan
pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana memuat tahap: a) Perencanaan; b)
Penganggaran; c) Pelaksanaan; d) Pertanggungjawaban dan Pelaporan; dan e)
Pengendalian. Manajemen rehabilitasi dan rekonstruksi dilaksanakan secara terukur dimulai
dari masukan, proses, keluaran, hasil, sampai dengan dampak. Hibah yang diberikan
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka bantuan pendanaan
rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dialokasikan bagi daerah yang telah
membentuk BPBD provinsi/kabupaten/kota yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
(Perda) dan mempunyai personil yang memadai. Namun hibah dari pemerintah pusat
bukan merupakan dana bantuan yang diberikan secara rutin kepada Pemerintah Daerah
sehingga hanya merupakan dana bantuan untuk pemulihan wilayah dan masyarakat yang
terkena bencana
Dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 04 Tahun
2015 juga menjelaskan penyaluran hibah dari pemerintah kepada pemerintah daerah
dalam rangka bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke
Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang mengikuti mekanisme pengelolaan keuangan
daerah, sehingga pemanfaatan dana bantuan Hibah dari pemerintah kepada pemerintah
daerah dalam rangka bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
memiliki jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah dana diterima di RKUD,
dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan Kepala BNPB.
Efektivitas Pendapatan Asli Daerah
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 menyatakan bahwa Pendapatan Daerah
adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih
pemerintah daerah. Komposisi pendapatan daerah pada APBD secara nasional dibagi
menjadi 3 (tiga) bagian utama yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan,
dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sedangkan PAD terdiri dari 4 komponen, yaitu
pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
pendapatan lain-lain PAD yang sah (DJPK,2017). Pendapatan Asli Daerah yang besar
menandakan bahwa daerah tersebut semakin mandiri.
Besaran nilai PAD yang dapat direalisasikan pada suatu daerah merupakan suatu
capaian Pemerintah Daerah tersebut. Harahap dan Nasution (2019) menyatakan bahwa
perbandingan antara besaran nilai PAD yang ditargetkan dengan besar PAD yang berhasil
direalisasikan oleh suatu daerah dapat menggambarkan tingkat efektivitas pengelolaan
keuangan daerah yang dicerminkan dari rasio efektivitas. Kemampuan keuangan suatu
daerah dikatakan efektif apabila prosentase rasio yang dicapai minimal 100% atau realisasi
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sama besar dengan target. Semakin besar nilai PAD yang dapat direalisasikan maka
pengelolaan keuangan daerah tersebut semakin baik. Sebagaimana yang diatur dalam
Keputsan Menteri Dalam Negeri, Harahap dan Nasution (2019) mengkategorikan
kemampuan efektivitas keuangan daerah dalam lima tingkat efektivitas seperti terlihat pada
Tabel 2.
Tabel 2. Rasio Efektivitas






Sumber: Harahap dan Nasution (2019)
METODOLOGI
Penelitian ini memilih lokasi di Provinsi Jawa Timur tepatnya Kabupaten Pacitan dengan luas
1.389,87 km2 (BPS, 2014). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan format
studi kasus, sehingga data yang didapat benar-benar tepat dan mendalam sesuai dengan
kondisi yang sebenarnya di lapangan, serta berdasarkan pengalaman sadar informan.
Adapun tahap dalam penelitian ini antara lain: menentukan objek penelitian; studi pustaka;
dan merumuskan batasan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan
data wawancara kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah, Kepala Badan
Penanggulangan Bencana Daerah, serta menggunakan data sekunder berupa data
ringkasan pendapatan daerah Kabupaten Pacitan sejak tahun 2016 hingga 2019. Setelah
data hasil wawancara didapatkan, data tersebut akan ditraskripsikan kedalam bentuk
dialog antara peneliti dan narasumber serta akan dituliskan menjadi catatan penelitian atau
dengan diary method (Bugin, 2011). Data-data tersebut akan dilakukan reduksi dan
triangulasi sebelum akhirnya di analisis dengan cara interpretasi data. Data sekunder berupa
data ringkasan pendapatan daerah Kabupaten Pacitan dianalisis secara deskriptik untuk
kemudian diinterpretasikan. Peubah yang dijadikan bahan penelitian adalah efektivitas
realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pacitan terutama untuk pemulihan daerah
pasca bencana.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kabupaten Pacitan merupakan salah satu dari 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur
yang terletak di bagian Selatan Barat Daya dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa
Tengah. Secara topografis Kabupaten Pacitan terdiri atas daerah pantai, dataran rendah,
dan perbukitan, sehingga mengandung banyak potensi sumber daya alam berupa bahan
tambang. Namun, disisi lain beberapa permasalahan yang muncul akibat topografi yang
kasar antara lain keterbatasan aksesibilitas, kerawanan terhadap bencana misalnya banjir,
486
EFEKTIVITAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PACITAN DALAM PROSES PEMULIHAN PASCA BENCANA
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print
Volume 3 Number 4 (November-January), (2020) pp.480-490 Devi Nur Cahya Ningsih, et.al
DOI: 10.35817/jpu.v3i4.15303
| J o u r n a l P u b l i c u h o - V o l 3 . N o 4 . 2 0 2 0 | Copyright©2020
longsor dan gerakan tanah. Pada 28 November 2017, bencana besar berupa banjir dan
tanah longsor melanda Kabupaten Pacitan. Bencana tersebut menyebabkan banyak
kerugian hingga pemeritah menetapkannya sebagai bencana nasional. Namun peristiwa
tersebut tidak berdampak signifikan terhadap pendapatan daerah yang dapat direalisasika
oleh Pemerintah Daerah setempat. Baik saat bencana maupun pasca bencana,
Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan tetap dapat memaksimalkan efektivitas
pendapatan daerahnya.
Efektivitas Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan Sebelum Bencana
Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan senantiasa berupaya untuk dapat
memasksimalkan efektivitas pendapatan daerah. Realisasi pendapatan suatu daerah
dikatakan efektif apabila minimal nilainya sebesar nilai yang ditargetkan. Dalam hal ini,
upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan berhasil menghimpun pendapatan daerah
dengan efektif. Hal tersebut tercermin dari nilai realisasi pendapatan daerah yang dapat
mencapai target saat Kabupaten Pacitan dalam kondisi normal. Berdasarkan data yang
tercatat oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan, Pendapatan Daerah
Kabupaten Pacitan 2016 ditetapkan sebesar Rp 1,65 Triliun dengan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) sebesar Rp 134,9 Milyar. Angka tersebut jauh diatas target Pendapatan Daerah yang
ditetapkan tahun sebelumnya, yang hanya ditargetkan sebesar Rp 1,42 Triliun Rp dengan
target PAD 103,4 Milyar.
Namun, baik tahun 2015 maupun 2016, Kabupaten Pacitan selalu dapat mencapai
pendapatan yang telah ditargetkan. Dalam laporan realisasi tercatat bahwa pada tahun
2015 PAD tercapai sebesar 126,4 Milyar atau setara dengan 122,27% dari yang ditargetkan.
Sedangkan pada 2016, meski target sangat tinggi, namun pada akhir tahun Kabupaten
Pacitan dapat merealisasikan Pendapatan Daerah Rp 1,52 Triliun dengan PAD lebih dari Rp
150 Milyar atau setara dengan 111,54%. Berdasarkan capaian realisasi yang dapat
melampaui target, maka kemampuan Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam upaya
memaksimalkan efektivitas keuangan daerah Kabupaten Pacitan dapat dikatakan sangat
efektif.
Efektivitas Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan Saat Bencana
Pada awal tahun 2017, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pacitan
ditetapkan sebesar Rp 191,2 Milyar. Namun sebelum akhir tahun, tepatnya pada 28
November 2017, Kabupaten Pacitan dilanda hujan lebat berhari-hari dengan intensitas
tinggi, yang menyebabkan bencana banjir dan tanah longsor. Kerusakan pada sub sektor
perumahan akibat bencana nasional tersebut diperkirakan memakan dana sebesar Rp
481.811.850.000. Selain itu, kerugiannya ditaksir mencapai Rp. 9.904.500.000, sehingga total
kerusakan dan kerugian yang timbul pasca becana diasumsikan mencapai Rp.
491.716.350.000. Kerugian tersebut mencakup biaya untuk pembersihan material sampah
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dan lumpur yang bercampur dengan air bekas tanah longsor dan genangan banjir, serta
pembersihan puing-puing bangunan yang berserakan. Perhitungan tersebut muncul dengan
asumsi pembersihan dilakukan oleh tenaga manusia dengan kisaran biaya upah setempat
serta lama waktu pembersihan yang dilakukan. Selain pembiapembiayaan untuk
pembersihan, pembiayaan juga bertambah akibat penyediaan hunian sementara bagi
masyarakat yang harus mengungsi. Hal tersebut dikhawatirkan dapat berdampak pada
anggaran daerah, khususnya pendapatan daerah, karena daerah memerlukan waktu untuk
pemulihan. Namun, berdasarkan laporan realisasi, saat yang sama PAD Kabupaten Pacitan
mampu melampaui target. Meskipun dilanda banjir yang ditetapkan sebagai bencana
nasional, PAD Kabupaten Pacitan terealisasi sebesar Rp 202 Milyar atau 105% dari besaran
nilai yang ditargetkan. Capaian realisasi PAD yang melampaui target menandakan
keuangan daerah Kabupaten Pacitan sangat efektif.
Kepala Badan Pendapatan Daerah memaparkan bahwa selain kinerja sektor
pariwisata yang cukup menarik minat wisatawan, terdapat beberapa faktor yang
menyebabkan PAD Kabupaten Pacitan dapat terealisasi sebagaimana yang telah
ditargetkan. Dari sisi perpajakan, sumber pendapatan terbesar berasal dari Retribusi Jasa
Usaha, dimana kontribusi terbesar berasal dari sub Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
Bencana nasional yang melanda Kabupaten Pacitan terjadi di 28 November 2017, sehingga
ini tidak berdampak signifikan terhadap total pendapatan Retribusi Jasa Usaha yang tetap
terkumpul sejak awal 2017 sampai sebelum bencana itu terjadi. Ditinjau dari sisi pendapatan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dimana banyak warga yang
mengalami kerusakan parah terhadap rumahnya, ternyata juga tidak berdampak signifikan
karena PBB-P2 telah terbayarkan sebelum bencana terjadi, sehingga pendapatan dari PBB-
P2 tidak terdampak. Jatuh tempo pembayaran PBB-P2 terutang dibatasi Pemerintah Daerah
Kabupaten Pacitan sampai bulan September, sedangkan banjir terjadi pada akhir bulan
November. Dengan tenggat waktu penyetoran PBB-P2 terutang yang lebih cepat
merupakan strategi mengamankan pendapatan daerah dari peristiwa yang bersifat
insidentil seperti bencana.
Ditinjau dari faktor psikografis, warga Kabupaten Pacitan memiliki kepedulian terhadap
lingkungan, sikap lapang dada menerima keadaan dan semangat untuk memperbaiki
kondisi mereka menjadi normal seperti sebelumnya. Seperti yang dipaparkan pemerintah
setempat, warga sangat mudah dikendalikan dalam hal mendukung pemulihan wilayah.
Kelebihan dari faktor psikograsif tersebut menyebabkan warga Kabupatern Pacintan
memiliki semangat gotong royong yang sangat tinggi. Saat bencana terjadi, semua lapisan
masyarakat bahu-membahu turun ke jalan untuk segera mengatasi dampak dari bencana
tersebut, salah satu upaya utama yang dilakukan adalah membersihkan puing-puing
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bangunan yang terbawa oleh banjir serta saling tolong-menolong secara kompak dalam
memenuhi kebutuhan logistik.
Hal tersebut semakin mendukung Kabupaten Pacitan untuk dapat pulih dengan
cepat pasca-bencana terjadi. Daerah yang dilanda bencana berskala nasional yang telah
disematkan pada Banjir Pacitan 2017, dapat dipulihkan hanya dalam waktu 4 sampai 5
bulan. Setelah bulan Mei 2018, kondisi berjalan seperti sedia kala. Pemerintah Daerah dapat
kembali melakukan pemungutan pajak, retribusi, serta pengelolaan aset daerah sebagai
sumber pendapatan, sehingga pendapatan daerah direalisasi dengan sangat efektif.
Efektivitas Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan Setelah Bencana
Pada tahun setelah terjadinya bencana banjir Pacitan, yaitu tahun anggaran 2018,
Kabupaten Pacitan masih dalam masa pemulihan pasca-bencana. Pada masa tersebut,
para pembuat kebijakan sengaja menurunkan target Pendapatan Asli Daerah dari target
yang sebelumnya sebesar Rp 191.256.202.439 menjadi sebesar Rp 165.159.478.089 atau
hampir setara dengan 13,6% dari tahun 2017. Pemerintah Daerah khawatir membuat target
yang tinggi akan memberikan beban pada masyarakat khususnya pada sektor swasta yang
saat itu tengah terdampak bencana. Namun berdasarkan laporan realisasi anggaran,
Badan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan mampu mengumpulkan PAD sebesar
185.153.427.758,47 atau setara dengan 112,11% dari besar PAD yang ditargetkan. Hal
tersebut merupakan suatu pencapaian bagi Pemerintah Daerah yang tengah berada pada
masa pemulihan kondisi wilayah pasca-bencana.
Berdasarkan pemaparan Kepala Badan Pendapatan Daerah, diungkapkan strategi
menarik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan dalam pengumpulan
PBB-P2, dimana PBB-P2 merupakan sumber pendapatan terbesar dari sektor perpajakan.
Salah satu strategi kebijakan yang diterapkan oleh Badan Pendapatan Daerah dalam
meningkatkan minat wajib pajak daerah dalam membayar PBB-P2 adalah memberikan
hadiah undian bagi wajib pajak yang membayar PBB-P2 tepat pada waktunya atau
sebelum jatuh tempo. Setiap kecamatan akan berlomba-lomba untuk mengumpulkan PBB-
P2 secepat-cepatnya sebelum jatuh tempo, baik itu bersumber dari kepatuhan wajib pajak
membayar PBB-P2 terutang maupun dana talangan dari kecamatan untuk kekurangan
pembayaran PBB-P2 terutang warganya. Bagi kecamatan dengan tingkat pembayaran
PBB-P2 terkumpul paling tinggi dan paling cepat melakukan penyetoran akan menjadi
tempat pelaksanaan kegiatan untuk pembagian hadiah undian, sehingga akan
menguntungkan masyarakat di lingkungan kecamatan tersebut. Hadiah yang diberikan dari
tahun ke tahun mengalami peningkatan, hingga di tahun 2019 terdapat ratusan hadiah
dengan hadiah utama yaitu sepeda motor sebanyak 13 unit bagi wajib pajak tertib yang
beruntung. Strategi dengan memberikan reward dinilai lebih efektif dibandingkan
implementasi punishment dalam hal meningkatkan minat wajib pajak dalam membayar
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pajak daerah khususnya sektor PBB-P2. Strategi ini sudah mulai diterapkan sejak tahun 2017
dan berlangsung hingga saat ini. Kebijakan tersebut dapat membantu pemerintah
setempat mengumpulkan pajak daerah dan target Pendapatan Asli Daerah dapat tercapai,
sehingga efektivitas pendapatan dapat dimaksimalkan.
Selain itu, pemulihan pasca bencana juga didukung dengan hibah dari APBN, hibah
dari Pemerintah Daerah lain serta hibah dari sektor swasta. Hibah tersebut dialokasikan untuk
kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi infrastruktur maupun hunian tempat tinggal warga
yang terdampak. Apabila dilihat dari sisi anggaran, pemda di seluruh Indonesia telah
mengalokasikan anggaran untuk force majeur yang biasa disebut sebagai ‘dana tak
terduga’. Namun, secara realita dana tersebut masih belum dapat mencukupi total
kerugian yang terjadi akibat bencana khususnya bencana yang berskala bencana nasional
seperti banjir Pacitan. Dana hibah baik yang bersumber dari APBN maupun bantuan daerah
lain menjadi kontributor penting dalam proses pemulihan pasca bencana, sehingga
Kabupaten Pacitan dapat pulih dengan cepat. Pemulihan daerah yang cepat
memungkinkan pemerintah daerah setempat untuk dapat mencapai efektivitas
penerimaan daerahnya kembali.
KESIMPULAN
Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan memiliki tingkat efektivitas penerimaan
daerah yang baik. Efektivitas pendapatan daerah merupakan hal yang penting untuk
dioptimalkan sebagai salah satu tolak ukur kinerja pemerintah daerah. Efektivitas
pendapatan daerah Pacitan yang dicerminkan oleh rasio efektivitas, menggambarkan
realisasi nilai pendapatan daerah yang selalu dapat memenuhi target. Dalam kondisi normal,
berdasarkan kategori rasio efektivitas, upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan dalam
merealisasikan pendapatan daerah dinilai sangat efektif.
Pacitan memiliki relief tanah kapur yang mudah bergerak, sehingga rawan terhadap
bencana alam. Pacitan dilanda banjir pada 2017 yang ditetapkan sebagai bencana
nasional. Kerusakan dan kerugian yang dialami masyarakat cukup besar. Berbagai kegiatan
dipaksa terhenti. Dalam kondisi tersebut, dimana umumnya dapat berdampak pada
anggaran suatu daerah, namun Kabupaten Pacitan tetap dapat mencatatkan kinerja yang
baik. Efektivitas dari Pendapatan Asli Daerah tetap dapat diamankan. Selain dibantu
penerimaan sektor pariwisata, pada sisi Pendapatan Asli Daerah, khususnya perpajakan,
Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan memiliki beberapa kebijakan yang dinilai dapat
digunakan sebagai alat untuk mengamankan Pendapatan Asli Daerah. PBB-P2 merupakan
sumber terbesar bagi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Pacitan. Pemerintah Daerah
menetapkan jatuh tempo pembayaran PBB-P2 di bulan September, dimana tenggat waktu
tersebut jauh sebelum bencana banjir terjadi pada bulan November. Selain itu, Pemerintah
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Daerah Kabupaten Pacitan memberlakukan kebijakan memberikan reward bagi
kecamatan yang melakukan penyetoran PBB-P2 paling cepat dan paling banyak.
Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan menilai hal tersebut lebih efektif dibandingkan
implementasi punishment. Kebijakan tersebut dapat menjadi strategi untuk mengamankan
pendapatan daerah dari peristiwa yang bersifat insidentil seperti bencana.
Anggarannya yang dinilai kuat, disinyalir pula karena pemulihan wilayah pasca bencana
yang cepat. Anggaran daerah yang dipersiapkan sebagai ‘dana tak terduga’ untuk kondisi
force majeur selalu dipersiapkan setiap daerah, namun dengan bencana berskala besar
tentu tetap tidak dapat memadai total kerugian sehingga diperlukan alternatif dana
bantuan untuk memulihkan kondisi pasca bencana terutama dalam proses rekonstruksi dan
rehabilitasi. Hal yang membantu mengoptimalkan proses pemulihan daerah pasca bencana
adalah kolaborasi antara pemerintah, baik pusat maupun daerah lain, serta peran
masyarakat. Kucuran dana pemerintah dan semangat masyarakat bergotong royong
membuat Kabupaten Pacitan dapat pulih dalam waktu 4-5 bulan. Pemulihan daerah yang
cepat memungkinkan pemerintah daerah setempat untuk dapat mencapai efektivitas
penerimaan daerahnya kembali.
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